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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dalam skripsi ini, penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi yang terjadi dari tindak pidana perdagangan orang yaitu

pelaku menjanjikan kepada korban untuk mendapatkan pekerjaan yang

dimana pekerjaan tersebut mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang

besar.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah:

 Faktor ekonomi

 Faktor rendahnya tingkat pendidikan

 Faktor lingkungan

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi

terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah dengan cara:

 Langkah Pre-emtif, merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan

untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya melakukan

patroli/pengawasan dibeberapa titik yang diduga sering terjadinya

tindak pidana perdagangan orang, hal ini dilakukan demi

meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian

pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi untuk

meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang kedalam

maupun keluar negeri.

 Langkah Preventif, merupakan upaya yang masih dalam tataran

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya mengadakan
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sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar

masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap

tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang. Dan juga

melakukan penyuluhan terkait bahaya tindak pidana perdagangan

orang di kantor-kantor rerumen/didesa melalui babin kamtikmas

yang bertugas didesa-desa tersebut sekaligus melakukan

pengawasan yang ketat pada kantor-kantor rekrumen calon tenaga

kerja Indonesia oleh aparat kepolisian setempat, melakukan

pengawasan yang ketat dijalur keberangkatan calon tenaga kerja

Indonesia, yaitu bandara dan pelabuhan laut.

 Langkah Represif, merupakan upaya yang dilakukan pada saat

telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa

penegakan hukum, misalnya Menerima laporan dari warga ataupun

intel-intel Ditreskrimum atas kasus tindak pidana perdagangan

orang, melakukan olah TKP ke tempat yang dicurigai warga dan

dilakukannya penangkapan bagi pelaku ataupun korban atas tindak

pidana perdagangan orang tersebut sehingga para penyidik dapat

menyidik korban dan tersangka menurut ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

 Dengan melihat akibat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang

terutama bagi masa depan tiap individu, pemerintah diharapkan semakin

gencar dalam memberantas tindak pidana yang satu ini dengan cara lebih

membuka perluasan lapangan kerja dan akses untuk mendapatkan

pendidikan yang memadai karena faktor yang melatarbelakangi terjadinya

perdagangan orang adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor

rendahnya tingkat pendidikan dan akibat kurangnya keterampilan yang

dimiliki hingga membawa orang untuk menghalalkan segala cara untuk

mendapatkan keuntungan dan pendapatan yang besar.
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 Selain semakin mengoptimalkan perangkat hukum sebagai salah satu cara

penganggulangan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah juga

diharapkan semakin sering memberikan sosialisasi baik melalui media

konvensional seperti koran dan televisi, maupun media sosial berbasis

internet seperti facebook, google dan youtube untuk menghimbau kepada

masyarakat umum agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap

kejahatan ini dengan cara memberikan informasi jika melihat,

menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang

atau hal-hal yang dapat menjurus kepada terjadinya kejahatan tersebut.
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LAMPIRAN
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Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan

Orang, pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi

orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000, -(seratus dua puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, -(enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “Untuk Tujuan” sebelum kata mengeksploitasi

orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang

merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang

sudah dirumuskan dalam Undang-Undang dan sudah tidak dibutuhkan lagi

harus mensyaratkan adanya akibat eksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.


